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Abstrak
 

Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi

kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi

pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem

publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi yang bersifat negatif yang

berunsur positif. Dalam artian, kepemilkan tanah tersebut masih dapat digugat oleh orang yang sebenarnya

berhak, oleh karena Negara tidak menjamin kebenaran datanya yang diajukan oleh Penguasa tanah sengketa

pada saat ia mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah yang dikuasai olehnya. Dalam praktek,

tuntutan hukum sering kali terjadi akibat peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah. Seperti halnya,

putusan pengadilan yang menjadi obyek penelitian tesis ini juga mempersoalkan peralihan hak atas tanah

karena hibah yang dianggap telah merugikan kepentingan para ahli waris. Dengan demikian, para ahli waris

perlu merasa menuntut hak mereka selaku ahli waris ke muka pengadilan. Tuntutan tersebut diperbolehkan,

berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Sip/1974 tertanggal 6/4/1976, yang menyatakan

sebagai berikut :?hibah yang menyebakan kerugian bagi ahli waris harus dibatalalkan. Pembatalan peralihan

hak karena hibah tersebut tentunya disertai dengan pembatalan akta yang timbul karena terjadinya peralihan

hak tersebut.? Merujuk kepada putusan mahkamah agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor

2125K/ Pdt/2004, yang menguatakan putusan Judex Facti Nomor 277/Pdt/2003/PT. Sby, dan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 59/Pdt/2002/PN.Blt adalah putusan yang tepat menurut hukum, karena

hibah yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut memang telah merugikan kepentingan ahli waris.

Dengan adanya putusan hakim tersebut beranggapan bahwa akta dan surat kepemilikan atas tanah yang

timbul akibat peralihan karena hibah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyebabkan

akta dan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut menjadi batal demi hukum.

......Land registration implementation in practice could not give legal certainty for possession of land rights.

A certificate which supposed to be a strong evidence of its stake for the owner of the land can be undone

passing judgment of a court. It is in place, made possible because of the system of publication land

registration is applied in Indonesia is a the negative system publication which has positive elements. In a

sense, the land ownership can still be charged by an actual person entitled, by because the state does not

guarantee the truth of the data submitted by a ruler in dispute and when he submit a request registration over

the land is owned by him. In practice, lawsuits often been caused by the transfer of rights over the ground

because heir or grant. As well; judgment of a court which become object of this research thesis also accepted

the transfer of rights over the ground for grants deemed to have been detrimental to the interests of the heir
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apparent. Thus, the heirs need to feel demanding their rights as the heirs to face court..The demands

allowed, based on a verdict by the supreme court number 900 K/Sip/197 publish on 6/4/1976, Stating as

follows : grants prompting loss for heirs to be annulled. The cancellation of the transfer of rights by grant is

certainly accompanied by the cancellation of the deed that arises because of the occurrence of the transfer of

such a right. Refer to the verdict, the supreme court then the verdict of the supreme court number 2125K/

Pdt/2004 which amplifies the verdict of the high court in Surabaya, number of verdict 277/Pdt/2003/PT.Sby,

and also amplifies the verdict of the state court in Blitar, number of verdict 59/Pdt/2002/PT.Blt are right

decision according to the law, because grants become problems in a verdict was indeed has been detrimental

to the interests of the heir apparent. With the existence of the award the judge was assume that the deed and

the possession of the land that arise due to transfer by operation of grants is not legitimate and do not have

the force of law, causing deed and the certificate land rights the dispute shall be declared void for the sake of

law.


